
 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
NOMOR  3/353/HK.01/X/2025 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
NOMOR PER.455/PPTKPKK/III/2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN  

PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA  
KERJA ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN  

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR PER.1612/PPTKPKK/X/2016  

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  

KESEMPATAN KERJA NOMOR PER.455/PPTKPKK/III/2016 TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN  

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
 
 
 
Menimbang   : a.  bahwa ketentuan mengenai pengajuan permohonan Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dilaksanakan 
melalui Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA (TKA Online) 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing; 

b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 
PER.455/PPTKPKK/III/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Nomor PER.1612/PPTKPKK/X/2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan permohonan 
pengesahan RPTKA, sehingga perlu dicabut; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur 
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Peraturan Direktur 
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan   Kerja   Nomor   PER.455/PPTKPKK/111/2016 tentang 
Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 
PER.1612/PPTKPKK/X/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/111/2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan 
Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6646); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 360); 

  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301); 

  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);  
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Penafian 
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan 
resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik 
Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan 
memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN 

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 
NOMOR PER.455/PPTKPKK/III/2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA 
KERJA ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN 
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR PER.1612/PPTKPKK/X/2016 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN 
KESEMPATAN KERJA NOMOR PER.455/PPTKPKK/III/2016 TENTANG TATA 
CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. 

 
Pasal 1 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.455/PPTKPKK/III/2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan 
Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan 

b. Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER.1612/PPTKPKK/X/2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 
PER.455/PPTKPKK/III/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Oktober 2025 

 
DIREKTUR JENDERAL 

 
ttd. 

 
DARMAWANSYAH 

NIP 19721205 199803 1 002 
 

 


